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Masukan Asia Tech Alliance (ATA) atas Revisi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun
2014

Ringkasan Eksekutif

Asia Tech Alliance (ATA) menyambut baik kesempatan untuk memberikan masukan terkait
revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ATA memandang modernisasi
kerangka hukum ini sebagai salah satu landasan penting bagi ekonomi kreatif dan ekonomi
digital di Indonesia. Seiring dengan kemajuan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045
dan pelaksanaan Peta Jalan Al Nasional, tata kelola hak cipta perlu mendukung momentum
tersebut melalui pendekatan yang seimbang dan berbasis bukti.

ATA berpandangan bahwa regulasi yang dirancang secara khusus dan dapat disesuaikan
secara bertahap, seperti Peraturan Presiden atau pedoman kementerian, yang
mengakomodasi standar teknis dan masukan industri, lebih tepat untuk menyediakan
fleksibilitas yang diperlukan dalam tata kelola kecerdasan artifisial (Al) yang efektif.

Saat ini, undang-undang hak cipta yang bersifat omnibus dan memuat kewajiban
preskriptif berisiko mengikat Indonesia pada standar yang kaku, sehingga mengurangi
kemampuan Indonesia untuk merespons praktik terbaik dan standar teknis yang terus
berkembang dengan cepat. RUU ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan yang
berbeda dari standar internasional yang telah mapan, seperti kewajiban pemantauan
proaktif tanpa mekanisme safe harbor serta larangan penggunaan Al untuk meniru “gaya”
kreatif. Ketentuan-ketentuan tersebut berisiko menghambat inovasi, mengurangi minat
investasi, dan melemahkan visi ekonomi nasional Indonesia.

ATA merekomendasikan pendekatan yang seimbang, yang memungkinkan perkembangan
yang fleksibel dan sejalan dengan perkembangan internasional, misalnya pada tingkat
OECD. ATA tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam
mengembangkan kerangka hak cipta yang melindungi pencipta dan individu, sekaligus
mendorong ekosistem digital yang dinamis dan berkelas dunia.

Tentang Asia Tech Alliance

Asia Tech Alliance (ATA) adalah asosiasi industri yang mewakili sektor teknologi di kawasan
Asia-Pasifik. ATA didirikan dengan dukungan dari 12 perusahaan teknologi global
terkemuka. Secara kolektif, perusahaan-perusahaan tersebut melayani miliaran pengguna
di seluruh dunia, termasuk lebih dari 200 juta pengguna di Indonesia. Di seluruh Asia,

anggota ATA mendukung jutaan kreator, pengembang, pengiklan, pelaku usaha, serta
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usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan berkontribusi miliaran dolar AS bagi
ekonomi digital melalui investasi dan inovasi.

ATA didirikan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang
berkelanjutan, serta membangun keterlibatan yang konstruktif antara industri teknologi
dan para pembuat kebijakan. Dengan kegiatan operasional di puluhan yurisdiksi di Asia
dan dunia, anggota ATA memiliki pengalaman luas dalam menerapkan kerangka hak cipta,
kekayaan intelektual, tata kelola platform, serta ekonomi digital. Mereka mengoperasikan
platform dan teknologi yang berperan penting dalam penciptaan, distribusi, penemuan,
perlindungan, dan monetisasi konten berhak cipta. Layanan mereka digunakan setiap hari
oleh ratusan juta pencipta, pemegang hak, pelaku usaha, dan konsumen, sehingga
menjadikan ATA sebagai pemangku kepentingan penting dalam pengembangan kebijakan
hak cipta di masa depan.

ATA dengan hormat menyampaikan pandangan ini untuk mendukung Undang-Undang Hak
Cipta yang seimbang dan berorientasi ke depan, yang memperkuat pelindungan bagi
pemegang hak sekaligus menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi teknologi,
inovasi, kewirausahaan digital, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Aspek Positif dari Draft Revisi
e Modernisasi kerangka hak cipta
o ATA mengapresiasi upaya Indonesia untuk memperbarui kerangka hak cipta
agar selaras dengan realitas ekonomi digital, termasuk meningkatnya peran
platform digital, kreasi berbantuan Al, serta bentuk-bentuk baru distribusi
konten.
e Pengakuan terhadap pertimbangan terkait Al
o Pencantuman ketentuan mengenai karya berbantuan Al dan penggunaan
konten berhak cipta untuk pelatihan Al menunjukkan pendekatan yang
berorientasi ke depan serta niat untuk memberikan kerangka hukum yang
lebih jelas bagi teknologi yang terus berkembang.

Saran Utama untuk Dipertimbangkan
e Mendorong harmonisasi regulasi dan mencegah duplikasi
o ATA mencatat bahwa beberapa ketentuan utama dalam RUU yang diusulkan
dapat menimbulkan duplikasi regulasi yang tidak diinginkan dengan tiga
instrumen yang sudah ada.
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o Terkait tata kelola Al, RUU ini mereplikasi ketentuan transparansi dan
kekayaan intelektual yang telah diatur dalam Peraturan Presiden tentang
Etika Al yang dikembangkan oleh KOMDIGI. Mengunci prinsip-prinsip
tersebut ke dalam undang-undang, alih-alih melalui Perpres yang iteratif dan
berbasis risiko, dapat mengurangi fleksibilitas Pemerintah untuk beradaptasi
terhadap perubahan teknologi yang cepat.

o Terkait pembayaran kepada penerbit pers, Pasal 30 mencerminkan tujuan
Perpres No. 32 Tahun 2024, yang telah berlaku dan memberikan hasil.

o Demi koherensi regulasi, ATA merekomendasikan agar ketentuan mengenai
pemantauan dan moderasi konten, tata kelola dan transparansi Al, serta hak
penerbit dihapus dari RUU. Isu-isu tersebut lebih tepat ditangani melalui
penyempurnaan berkelanjutan atas kerangka khusus yang sudah ada dan
saat ini mengaturnya.

e Ruang lingkup dan desain kewajiban pemantauan konten

o RUU memperkenalkan kewajiban positif bagi seluruh platform digital untuk
secara proaktif mendeteksi dan mencegah konten yang melanggar hak. Hal
ini merupakan penyimpangan yang signifikan dari kerangka yang berlaku
saat ini, di mana platform tidak diwajibkan secara formal untuk bertindak
tanpa adanya pengaduan atau pemberitahuan.

o Kewajiban berbasis pemantauan seperti ini menimbulkan kekhawatiran
serius terkait kelayakan operasional, khususnya bagi platform konten buatan
pengguna dengan volume tinggi, serta terkait alokasi tanggung jawab yang
tepat antara platform, pemegang hak, dan regulator. Secara operasional,
platform tidak layak diminta untuk secara independen memverifikasi apakah
setiap konten telah memperoleh hak sebelumnya yang diperlukan dari
pemilik hak. Tantangan ini semakin besar karena adanya beragam format
media, termasuk teks, audio, video, dan gambar, yang masing-masing
memiliki struktur lisensi dan standar metadata yang berbeda-beda.

o Pemantauan proaktif dalam skala besar tidak praktis secara teknis dan
bertentangan dengan prinsip privasi pengguna. Praktik terbaik berupa
mekanisme pemberitahuan dan penarikan konten (notice-and-takedown),
yang secara efektif menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dengan
kemampuan operasional platform, telah dioperasionalkan melalui kerangka
Indonesia yang ada berdasarkan Permen No. 5 Tahun 2020. Kerangka
tersebut telah terbukti memberikan hasil pada skala besar.
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o ATA sangat mendorong penghapusan kewajiban pemantauan proaktif dalam
RUU. Hal ini perlu dilengkapi secara tegas dengan mekanisme safe harbor
bersyarat yang telah diterapkan secara global, di mana platform dilindungi
dari tanggung jawab hukum ketika merespons pemberitahuan yang sah
secara tepat dan cepat. Pendekatan ini akan mencapai hasil perlindungan
konsumen dan pemegang hak yang serupa, sekaligus lebih mencerminkan
realitas operasional platform digital yang menampung milyaran unggahan
buatan pengguna.

o Sebagai contoh, layanan penelusuran informasi, seperti mesin pencari, dan
platform konten buatan pengguna (user-generated content/UGC), yang
menampung konten yang diunggah oleh pengguna pihak ketiga dalam
volume dan kecepatan yang membuat penyaringan awal tidak praktis,
seharusnya dikecualikan dari kewajiban pemantauan proaktif.

o ATA juga mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian
panduan yang lebih jelas mengenai kondisi yang dapat memicu penutupan
atau pencabutan izin, serta memastikan bahwa prinsip proporsionalitas dan
pelindungan proses hukum yang semestinya dimasukkan ke dalam kerangka
penegakan. Setiap pengaturan moderasi konten dalam RUU perlu
diselaraskan dengan Permen No. 5 Tahun 2020.

e Definisi karya berbantuan Al yang dilindungi hak cipta

o RUU menetapkan uji multi kriteria untuk perlindungan hak cipta atas karya
berbantuan Al, yang mensyaratkan bukti keterlibatan kreatif manusia pada
beberapa tahapan proses. Sifat kumulatif dari kriteria tersebut, ditambah
dengan ketiadaan ambang batas yang jelas untuk istilah seperti
“penyempurnaan” atau “pilihan estetis”, akan menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi pencipta dan pelaku usaha.

o Belum ada konsensus global mengenai definisi karya “berbantuan Al” yang
dapat diterapkan secara praktis. Penciptaan konten modern berada dalam
suatu spektrum: koreksi otomatis, filter pintar, penghapusan latar belakang,
saran tata bahasa, pemangkasan otomatis, rekomendasi algoritma, dan Al
generatif semuanya melibatkan Al pada tingkat yang berbeda. Dengan
demikian, saat ini belum terdapat batas teknis yang kuat antara konten
“berbantuan Al” dan konten murni manusia atau “non-Al". Mensyaratkan
pengungkapan untuk seluruh keterlibatan Al akan mengharuskan pelabelan
hampir seluruh konten digital, sehingga menghilangkan tujuan
pengungkapan itu sendiri.
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o Selain itu, kewajiban untuk menyediakan “jejak dokumentasi” proses
penciptaan bertentangan dengan sifat interaksi Al yang iteratif dan tidak
linier, di mana pengguna berulang kali memberikan prompt, menghasilkan
ulang, dan membuang hasil. Dengan kata lain, beban dokumentasi tersebut
tidak selaras dengan alur kerja kreatif.

o Lebih lanjut, RUU belum memberikan kejelasan mengenai pihak mana yang
bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyediakan bukti tersebut.
Dalam lingkungan dengan volume tinggi, platform wajib menyimpan atau
memverifikasi jejak tersebut untuk setiap konten buatan pengguna yang
tidak layak secara operasional.

o ATA mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang
memberikan kejelasan dan kepastian operasional yang lebih besar. Hal ini
dapat mencakup panduan yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud
dengan keterlibatan manusia yang memadai, seperti pemberian prompt
secara iteratif, kurasi, dan seleksi, atau mempertimbangkan kategori
tersendiri berupa “hak terkait” atau “karya yang dihasilkan komputer” untuk
menyediakan bentuk perlindungan yang jelas dan dapat diterapkan bagi
keluaran berbantuan Al.

o ATA juga merekomendasikan agar persyaratan dokumentasi tetap
proporsional dan tanggung jawab hukum untuk membuktikan kelayakan
perlindungan tetap berada pada pihak yang berupaya menegakkan hak
tersebut.

e Hak penerbit pers dan agregasi berita digital

o RUU memperkenalkan hak eksklusif bagi perusahaan pers untuk melarang
atau melisensikan pengindeksan, pengagregasian, dan penayangan cuplikan
karya jurnalistik. Platform digital yang mengindeks atau menyediakan
rekomendasi algoritmik atas konten jurnalistik, atau menggunakan berita
“untuk kecerdasan artifisial”, akan diwajibkan membayar kompensasi melalui
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Persyaratan ini dapat mencakup setiap
entitas yang dianggap memperoleh manfaat ekonomi melalui penggunaan
langsung atau tidak langsung atas karya jurnalistik.

o Kerangka Indonesia saat ini untuk hubungan antara platform digital dan
penerbit, berdasarkan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas No. 32
Tahun 2024, mengakui bahwa hubungan antara platform dan penerbit
merupakan hubungan komersial yang paling tepat diatur melalui kerja sama
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sukarela, bukan melalui pembayaran yang diwajibkan negara. Penerbit
memilih apakah akan membagikan konten pada platform UGC, sementara
platform UGC memilih apakah akan menampilkannya. Pendekatan ini telah
berjalan dalam praktik dan sejalan dengan prinsip ekonomi Indonesia yang
lebih luas serta berorientasi pada pasar.

o Rumusan saat ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan konsekuensi
yang tidak diinginkan terhadap kegiatan yang secara umum dipahami
sebagai upaya untuk mendukung kemudahan penemuan berita dan akses
publik terhadap informasi. Misalnya, pengindeksan mesin pencari dan
tampilan kutipan singkat memungkinkan pengguna mengidentifikasi konten
yang relevan, dan platform digital umumnya menyediakan infrastruktur
distribusi yang setara bagi seluruh penerbit, termasuk setiap media di
Indonesia, mulai dari Kompas dan Tempo hingga blog hiperlokal dan jurnalis
independen, tanpa dikenakan biaya. Bahasa ketentuan yang luas, yang
mengenakan kewajiban pembayaran atas “rekomendasi algoritmik” dan
“penampilan cuplikan”, secara efektif akan mengurangi insentif pengguna
untuk membagikan informasi.

o ATA mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan Pasal
30 dari RUU tersebut. Apabila Pemerintah mempertahankan ketentuan
tersebut, ATA memandang perlu adanya Kklarifikasi ruang lingkupnya,
khususnya apakah pengindeksan standar, rekomendasi algoritmik, dan
cuplikan singkat yang mendukung navigasi berita akan dianggap termasuk
dalam ketentuan penggunaan wajar (fair use) yang sudah ada. Kami juga
merekomendasikan agar diperjelas bahwa hak-hak yang tercantum tidak
berlaku dalam konteks konten buatan pengguna, termasuk tautan dan
konten berita lain yang diposting oleh penerbit di platform.

o ATA juga mendorong pertimbangan pendekatan implementasi yang
mendukung ekosistem digital yang berkelanjutan sekaligus menjaga
aksesibilitas konten berita secara daring. Secara khusus, kami
merekomendasikan agar negosiasi komersial sukarela dimungkinkan,
alih-alih model kompensasi wajib yang dipimpin LMK, untuk mendorong
transparansi, skalabilitas teknis, dan keberlanjutan aksesibilitas konten berita
global bagi pengguna di Indonesia.

e Persyaratan pelabelan untuk karya berbantuan Al
o RUU mewajibkan individu dan entitas untuk mengungkapkan penggunaan Al
serta sifat kontribusi manusia, baik pada tahapan produksi maupun pada
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tahapan penyebarluasan. Meskipun ATA mendukung tujuan untuk
meningkatkan transparansi dalam ekosistem digital, usulan saat ini
mengenai label yang wajib, terlihat jelas, dan menonjol menimbulkan
sejumlah tantangan teknis dan praktis.
Ketiadaan ambang batas teknis atau hukum yang jelas untuk menentukan
kapan suatu konten menjadi konten yang dihasilkan Al merupakan
tantangan yang mendasar. Alat kreatif modern berada dalam suatu
spektrum, mulai dari fitur pemeriksaan ejaan dan peningkatan otomatis
dasar hingga Al generatif penuh, sehingga persyaratan pengungkapan yang
seragam sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik. Tantangan ini
semakin kompleks karena pesatnya perkembangan kemampuan Al dan
teknologi dalam menentukan asal-usul konten, seperti C2PA, tanda tangan
digital, dan model deteksi. Penggunaan rutin alat berbasis Al, khususnya oleh
jutaan UMKM dan pencipta individu, dapat secara tidak sengaja
menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, seperti sanksi pidana, yang
dapat menghambat adopsi Al dan meningkatkan risiko penegakan yang tidak
merata.
Selain itu, label yang terlihat rentan disiasati oleh pelaku beritikad buruk,
yang dapat dengan mudah memalsukannya atau menghapusnya, sehingga
melemahkan tujuan transparansi dan keamanan yang dimaksudkan.
Pelabelan preskriptif juga dapat secara tidak sengaja membingungkan
konsumen atau merugikan kepentingan komersial yang sah. Misalnya, usaha
kecil yang menggunakan Al untuk penyempurnaan fotografi ringan, seperti
menempatkan produk fisik pada latar belakang digital, dapat membuat
produk asli yang dijualnya dipersepsikan sebagai “palsu” akibat arahan
pelabelan yang terlalu luas. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada label
yang terlihat dapat menimbulkan kelelahan informasi, di mana peringatan
menjadi terlalu umum sehingga diabaikan dan tidak lagi efektif.
ATA mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan
transparansi Al yang lebih fleksibel dan berbasis risiko, serta memperjelas
bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan hak
cipta dan inovasi. Pendekatan tersebut dapat mencakup:
m  Membedakan jenis konten, seperti penyuntingan teknis ringan dan
pembuatan konten deepfake, agar label tetap bermakna.
m  Memprioritaskan metadata berstandar industri atau watermark
digital dibandingkan label yang terlihat menonjol, untuk
meningkatkan ketahanan dan mengurangi kelelahan pengguna.
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e Perlindungan gaya artistik dan kemiripan pribadi

o RUU melarang penggunaan Al untuk “meniru gaya unik” seorang pencipta
atau untuk “menggunakan atau melanggar penggunaan nama, foto, suara,
atau kemiripan seseorang dalam media apa pun”. Meskipun ATA mendukung
perlindungan pencipta dan individu dari penyebaran replika digital tanpa
izin, persyaratan ini tampaknya merupakan penyimpangan yang signifikan
dari norma hukum internasional.

o Secara historis, hukum hak cipta dirancang untuk melindungi ekspresi kreatif
atas fakta dan ide dalam bentuk berwujud, bukan fakta, ide, atau “gaya”
umum seorang seniman itu sendiri. Memperluas hak cipta hingga mencakup
“gaya” sebagai objek perlindungan dapat secara tidak sengaja membatasi
arus informasi dan kebebasan berekspresi.

o Kerangka pemberitahuan dan penanganan konten merupakan mekanisme
yang lebih efektif untuk menangani replika digital yang tidak sah. Kerangka
tersebut memungkinkan keseimbangan yang penting, yakni memastikan
konten tetap tersedia sambil menyediakan kanal yang jelas dan responsif
untuk penghapusan ketika pihak terdampak mengambil tindakan.

o ATA juga merekomendasikan agar Pemerintah memperhatikan alat-alat yang
telah dikembangkan oleh industri sebagai dasar pengelolaan yang efektif.
Sebagai contoh, beberapa platform digital telah menerapkan teknologi yang
memungkinkan pencipta, musisi, dan pemimpin sipil untuk mendeteksi dan
mengelola konten yang dihasilkan Al yang menampilkan kemiripan diri
mereka.

e Penambangan teks dan data untuk pengembangan Al

o RUU menempatkan pelatihan Al di bawah ketentuan penggunaan wajar (fair
use) atau perjanjian lisensi secara individual. Sebagaimana saat ini
didefinisikan, penggunaan wajar secara tegas dibatasi untuk tujuan
nonkomersial, sehingga sebagian besar kegiatan pelatihan Al komersial akan
berada di luar pengecualian tersebut dan memerlukan lisensi yang
dinegosiasikan secara individual.

o Mengingat skala dan volume data yang umumnya terlibat dalam
pengembangan model Al, kewajiban untuk membuat perjanjian lisensi
individual atas setiap bagian data pelatihan mungkin tidak layak secara
operasional. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi atau
menemukan pemilik “karya tanpa pemilik” (karya berhak cipta tanpa pemilik
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yang dapat diidentifikasi) akan menghambat pemberian lisensi dalam skala
besar. Hal ini dapat berdampak pada pengembangan sistem Al yang
memasukkan data Indonesia, termasuk sistem yang dikembangkan di dalam
negeri.

o Tanpa pengecualian khusus untuk penambangan teks dan data (text and
data mining/TDM) atau penggunaan wajar, data yang tersedia untuk publik
tidak dapat digunakan secara sah untuk pengembangan model Al dan
pemrosesan data berskala besar lainnya. Hal ini akan merugikan
penggunaan rutin oleh pencipta, UMKM, ilmuwan, peneliti, dan pengembang
Al lokal. Apabila pengembang model pondasi menghadapi tanggung jawab
hukum, beban kepatuhan, tuntutan lisensi, dan risiko gangguan layanan
yang muncul, hal tersebut dapat dibebankan kepada pengguna hilir,
termasuk UMKM.

o ATA mendorong Pemerintah untuk tidak memberlakukan lisensi wajib untuk
pelatihan Al dan sebaliknya memperkenalkan pengecualian TDM yang
berlaku dalam konteks komersial. Preseden dalam undang-undang hak cipta
Jepang dan Singapura, yang secara eksplisit mendukung pengecualian TDM
komersial dan telah membuka jalan bagi penciptaan model Al nasional,
dapat menjadi rujukan yang bermanfaat. Kerangka TDM yang jelas akan
mendukung tujuan ekonomi digital Indonesia yang lebih luas dengan
memungkinkan pengembangan Al yang bertanggung jawab untuk konten
Indonesia serta melindungi 64 juta UMKM Indonesia dari tanggung jawab
yang tidak disengaja.

o ATA juga merekomendasikan agar Pemerintah menghapus rujukan terhadap
“standar etika Al” yang belum didefinisikan. Tata kelola Al merupakan tujuan
kebijakan yang sah, tetapi sebaiknya diatur melalui pedoman Al yang
terpisah, bukan disisipkan ke dalam hukum hak cipta.

e Proporsionalitas penegakan dan sanksi
o Ketidakpatuhan terhadap persyaratan, seperti pembayaran LMK atau
mandat pelabelan Al, dapat memicu penutupan platform digital. Meskipun
ATA mengakui pentingnya penegakan yang kuat, kami khawatir bahwa tata
kelola dengan sanksi saat ini dapat menjadi tidak proporsional terhadap sifat
pelanggaran yang mungkin terjadi.
o Sengketa mengenai tarif royalti atau kesalahan teknis dalam pelabelan Al
pada dasarnya merupakan persoalan administratif atau komersial yang
seharusnya tidak dikenai sanksi eksistensial. Penutupan total platform dapat
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menimbulkan konsekuensi luas, tidak hanya bagi penyedia layanan, tetapi
juga bagi jutaan pencipta, pelaku usaha, dan konsumen Indonesia yang
bergantung pada layanan tersebut untuk mata pencaharian dan akses
informasi.

o ATA mendorong Pemerintah untuk mengadopsi hierarki penegakan yang
lebih terstruktur, termasuk dengan menggunakan peringatan, denda
administratif, atau penghentian sementara sebelum mempertimbangkan
pencabutan izin usaha atau penutupan platform.

o Kami juga merekomendasikan agar RUU secara eksplisit memuat
perlindungan proses hukum yang semestinya, termasuk persyaratan
pemberitahuan yang jelas, kesempatan untuk melakukan perbaikan, serta
hak atas peninjauan yudisial sebelum sanksi ekstrem diterapkan. Hal ini akan
memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi keberlanjutan investasi
di ekonomi digital Indonesia.

e Keterlibatan berkelanjutan dan panduan implementasi

o Kami merekomendasikan agar Pemerintah memperpanjang masa konsultasi
publik dan memastikan proses konsultasi yang lebih substantif serta inklusif.
Mengingat kompleksitas dan implikasi luas dari RUU ini, yang secara
bersamaan menyentuh isu Al, tata kelola platform, hak pers, dan sistem
royalti, para pemangku kepentingan memerlukan waktu yang memadai serta
kesempatan yang terstruktur untuk memberikan masukan yang substantif.
Konsultasi yang bermakna sebaiknya mencakup:

o Waktu yang memadai bagi industri, masyarakat sipil, dan para ahli teknis
untuk menganalisis ketentuan dan menyiapkan tanggapan;

o Forum pemangku kepentingan yang terstruktur dengan Kementerian
Hukum, yang memungkinkan dialog teknis, bukan hanya penyampaian
masukan satu arah; dan

o Transparansi dalam proses Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), termasuk
dengan membagikan rancangan posisi Pemerintah agar masukan yang
diberikan lebih terinformasi sebelum posisi tersebut difinalisasi.

o Konsultasi yang efektif memerlukan pemberitahuan yang memadai,
dokumentasi yang mudah diakses, dan kesempatan yang nyata bagi
pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang mempengaruhi
hasil. Tanpa unsur-unsur tersebut, ketentuan yang tidak dapat diterapkan
mungkin memerlukan koreksi yang mahal setelah undang-undang disahkan.
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o Anggota ATA siap berbagi keahlian teknis, praktik terbaik internasional, serta
terlibat secara konstruktif dalam proses pengembangan regulasi.
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